PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

( BAPPELITBANGDA )
JI. Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453 486 - Makassar 90231

SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA | gApAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(SPK) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
. Nomor : 027/ 002 /Bappelitbangda
Halaman 1 dann 2 Tanggal : 2 Januari 2024

PAKET PERERJAAN: Nomor dan Tanggal Surat Penawaran:

BELANJA PEMELIHARAAN Nomor : 18/PA/MKS/23 Tanggal 28 November 2023

(PERAWATAN LIFT)

SUMBER DANA: DPA BAPPE:ITBANGDA PROV. SULSEL 7Tahun Anggaran 2024 untuk mata
anggaran 5.01.01.1.09 Kegiatan “ Pemeltharaan Barang Milik Daerah Penumjang Urusan Pemerintah
Daerah” Sub Kegratan 5.01.01.1.09.10 “Pemeltharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya”

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (Dua Belas) Bulan Kalender

NILAI PEKERJAAN

: Kuantitas / Harga (Rp.)
No Iraian
Satuan Satuan Jumlah
Pemeliharaan Alat Kantor

1 |Perawatan Berkala Lift (merk Otus) 12 Bln 5.290.000 63.480.00
Terbilang : Jumlah 63.480.00
ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK imi dan dibukokan dengan Bernta Acara Serah Terima.
Pembayaran dilakukan dengan 12 (dua belas) kali angsuran/bulan, yaitu : Rp. 5.290.000,- (Lima_futa Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tap bulan nya melalui Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan atau Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia
Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalendar keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan
dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK
terlampir.

Untuk dan atas nama Bappelitbangda Prov. Sulsel Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa
PENGGUNA ANGGARAN PT. CITAS OTIS ELEVATOR
. / [ o~ /’?‘” p
. &~ &
; 'd
Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg RUBYANTO
Pangkat : Pembina Utama Muda Branch Manager East Indonesia q‘k
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STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
PASAIL 1

TUGAS PEMELTHARAAN

Pihak Pertama memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima tugas untuk
melaksanakan pemeliharaan pesawat yang dipasang di gedung Bappelitbangda Prov. Sulsel di JI. Unp
Sumohardjo No. 269, Makassar, dengan perincian data-data sebagai berikut :

Jumlah umt : 1 (Satu)

Nomor pabrik . C3NE2338

Control/cara kerja : ACVVVF

Motor :  Permanent Magnet Gearless
Kecepatan : 60 Meter per Menit
Kapasitas : 800 Kg

Stop/opening/lantai 1 4/4/4

Jarak kerja Vertikal : 13,45 Meter

PASAL 2
RINCIAN LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua akan menugaskan pegawai-pegawai ahli tekniknya yang langsung dibawah pengawasan Pihak
Kedua, untuk melaksanakan pemelibaraan semua peralatan agar bekera dan berfungsi dengan baik
sehingga operasi pesawat berjalan sebagaimana mestinya dengan aman dan effisien, Sebagaimana
disebutkan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.

PASAL 3
PEKERJAAN DI LUAR LINGKUP

Tidak termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Lampiran 2
Perjanjian ini, yang mana pekerjaan tersebut dapat dikerjakan oleh Pihak Kedua atas dasar penawaran
tersendiri dan setelah disetujui oleh Pihak Pertama.

PASAL 4
WAKTU PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan pemeliharaan dikerjakan tiap I {satu) bulan sekali menurut jadwal yang ditentukan oleh
Pihak Kedua pada jam-jam dan hari kerja Pihak Kedua dan disetujui oleh Pihak Pertama, yaitu:

Hari Senin - Jumat pada jam 08.00 - 16.00 wib
Hari Sabtu pada jam 08.00 - 13.00 wib

2. Jadwal hari dan jam kerja pelaksanaan sewakmi-waktu dapat diubah dengan pemberitahuan tertulis
terlebih dahulu oleh salah sam Pihak yang mengganggap perlu dan disetuyjui oleh Pihak lain
selambatnya 1x24 jam sebelum jadwal hari dan jam kerja pelaksanaan yang diajukan untuk berubah.

PASAL S
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya untuk tugas pemeliharaan pesawat tersebut dalam pasal 1 per kunjungan dan atau per 12 (dua
belas) kali kunjungan/tahun untuk seluruh pesawat adalah sebesar:

i o & .| Biayaperbulan’ |[iiBiayaperfahunt
1 Januari 31 Desember2 24 Rp 5.290.000 | Rp 63.480.000

o Biaya pemeliharaan tersebut termasuk biaya panggilan atas kemacetan atau gangguan yang terjadi
\selama 7x24 jamn dan selama periode kontrak berlaku.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

( BAPPELITBANGDA )
JI. Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453 486 - Makassar 90231

SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA | BgApAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(SPK) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
_ w0 Nomor : 027/ 002 /Bappelitbangda
Halaman 1 dann 2 Tanggal : $ Jantmari 2024

PAKET PEKERJAAN: Nomor dan Tanggal Surat Penawaran:

BELANJA PEMELIHARAAN Nomor : 18/PA/MKS/23 Tanggal 28 November 2023

(PERAWATAN LIFT)

SUMBER DANA: DPA BAPPEITBANGDA PROV. SULSEL 7ahun Anggaran 2024 untuk mata
anggaran 5.01.01.1.09 Kegiatan “Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penumjang Urusan Pemenintah
Daerah” Sub Kegiatan 5.01.01.1.09.10 “Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya”

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (Dua Belas) Bulan Kalender

NILAI PEKERJAAN

: Kuantitas / Harga (Rp.)
No Uraian
Satuan Satuan Jumlah
Pemeliharaan Alat Kantor

1 |Perawatan Berkala Lift (merk Otis) 12 Bln 5.290.000 63.480.0C
Terbilang : Jumlah 63.480.00
ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibukukan dengan Berita Acara Serah Terima.
Pembayaran dilakukan dengan 12 (dua belas) kali angsuran/bulan, yaitu : Rp. 5.290.000,- (Lima Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tap bulan nya melalul Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan atau Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, Jika pekerjaan tidak dapat diselesatkan
dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia
Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalendar keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan
dalam SPK ini, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK
terlampir.

Untuk dan atas nama Bappelitbangda Prov. Sulsel Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa
PENGGUNA ANGGARAN PT. CITAS OTIS ELEVATOR
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH

( BAPPELITBANGDA )
J1. Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453 486 - Makassar 90231

SATUAN KERJA :
SURAT PERINTAH KERJA | BApDAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

(SPK) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA) PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
_ ) Nomor : 027/ 002 /Bappelitbangda
Halaman 1 dan 2 Tanggal + 9 Januari 2024

PA‘KET PEK“E_:‘RJAAN: Nomor dan Tanggal Surat Penawaran:

BELANJA PEMELIHARAAN Nomor : 18/PA/MKS/23 Tanggal 28 November 2023

(PERAWATAN LIFT)

SUMBER DANA: DPA BAPPE:AITBANGDA PROV. SULSEL 7ahun Anggaran 2024 untuk mata
anggaran 5.01.01.1.09 Kegiatan “ Pemeltharaan Barang Milik Daerah Penumjang Urusan Pemerintah
Daerah” Sub Kegiatan 5.01.01.1.09. 10 “Pemeliharaan/Rehabilitasr Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya”™

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 12 (Dua Belas) Bulan Kalender

NILAI PEKERJAAN
: Kuantitas / Harga (Rp.)
No II'raian
Satuan Satuan Jumlah
Pemeliharaan Alat Kantor

1 |Perawatan Berkala Lift (merk Otis) 12 Bin 5.290.000 63.480.0C
Terbilang : Jumlah 63.480.00
ENAM PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU
RUPIAH.

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG/JASA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian
pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
Pembayaran dilakukan dengan 12 (dua belas) kali angsuran/bulan, yaitu : Rp. 5.290.000,- (Lima Juta Dua
Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) tap bulan nya melalu Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan atau Bendahara Pengeluaran Bappelitbangda Prov. Sulsel, Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Jasa maka Penyedia
Jasa berkewajiban untuk membayar denda kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebesar 1/1000 (satu per
seribu) dari nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalendar keterlambatan. Selain tunduk kepada ketentuan
dalam SPK i, Penyedia Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK
terlampir.

Untuk dan atas nama Bappelitbangda Prov. Sulsel Untuk dan atas nama Penyedia Barang/Jasa
PENGGUNA ANGGARAN PT. CITAS OTIS ELEVATOR
”
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92.” Bila standby/supervisi diperlukan atau diminta oleh Pihak Pertama, maka pihak kedua akan
membebankan biaya per jam per orang ialah : Rp. 224.394,- untuk hari kerja pada jam kerja dan Rp.
345942, untuk hari kerga diluar jam kerja, hari libur dan Minggu. Biaya panggilan tersebut
diperhitungkan minimal 1 jam.

3. Semua biaya-biaya tersebut dalam perjanjian ini akan dikenakan PPN yang dibebankan kepada Pihak
Pertama sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat penagiban.

4. Penggunaan suku (parts) dan accessories yang tidak termasuk dalam pekerjaan pemelibaraan (seperti
tercantum pasal 3) akan dibebankan kepada Pihak Pertama atas dasar service order Pibak Kedua yang
telah disetujui Pihak Pertama.

5. Penagihan atas biaya-biaya tersebut diatas dilakukan setiap bulan setelah pekerjaan dilakukan oleh
Pihak Kedua dan biaya pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.1 Pihak Pertama mempunyai
tenggang waktu melunasi tagihan paling lambat dalam tiga (3) minggu setelah tanggal diterimanya
mvoice penagihan (“Masa Tenggang Pembayaran”).

6. Jika Pihak Pertama belum melunasi tagithan Pihak Kedua setelah berakhirnya Masa Tenggang
Pembayaran, maka Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1% (satu per seratus) atas tunggakan
tagihan yang belum dibayar yang bersifat akumulatif setiap 2 (dua) minggu setelah batas waktn Masa
Tenggang Pembayaran berakhir sampai dengan maksimal 10 (sepuluh) minggu setelahnya (“Masa
Tenggang Penyelesaian Tunggakan” dan Pihak Kedua berhak untuk menghentikan Pekerjaan
pemeliharaan secara sementara sampai dengan tagihan tertunggak dan denda dibayar lunas.
Penghentian pekerjaan pemeliharaan termasuk pada callback dan penggantian sparepart. Atas
pelaksanaan hak Pihak Kedua sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.6 ini, Pihak Kedua tidak
dianggap melakukan wanprestasi.

7. Apabila sampai dengan Masa Tenggang Penyelesaian Tunggakan Pihak Pertama belum juga
menyelesaikan tunggakan tagihan dan denda secara penuh dan lunas atau Pengguna Jasa menyatakan
tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya melunasi invoice dan denda, maka Pihak Kedua berhak
menghentikan Pekerjaan pemeliharaan secara tetap dan Perjanjian dianggap berakhir terhitung sejak
tanggal berakhirnya Masa Tenggang Penyelesaian Tunggakan. Kewajiban Pihak Pertama terhadap
Pihak Kedua tetap dianggap ada dan wajib dipenuhi meski Perjanjian diakhiri.

8. Semua tagihan dari Pihak Kedua hendaknya dibayar Pihak Pertama dengan mentransfer atau
memindah bukukan ke rekening Pihak Kedua sebagai berikut :
PT. CITAS OTIS ELEVATOR
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PASAL 6
PENYESUAIAN BIAYA

1. Pihak Kedua berhak untuk meninjau atas kebijakannya sendiri, untuk mengubah harga perawatan
setiap saat, termasuk berlaku untuk Produk/Layanan dalam hal persyaratan khusus {termasuk namun
tidak terbatas pada desain, spesifikasi, jumlah pesanan, tanggal pengiriman/perubahan) mewakili
kenaikan harga, atau jika terjadi perubahan kondisi pasar yang berdampak pada biaya termasuk tenaga
kerja, komoditas, bahan, pengiriman, peraturan biaya, pajak, dan biaya tamnbahan yang dikenakan oleh
pemerintah dari waktu ke waktu, Pihak Kedua akan memberi tahu dalam 30 hari secara tertulis dan
diberikan kesempatan untuk mengkonfirmasi dalam waktu (5) hari kalender sejak pemberitahuan
Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama tidak melakukan konfirmasi secara tertulis dalam waktu (5)
hari kerja sejak pemberitahuan Pihak Kedua, maka kenaikan harga dianggap diterima oleh Pihak
Pertama.
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| 2. 'Bila dianggap perlu oleh kedua belah Pibak melalui kesepakatan bersama, Surat
Addendum/Amandemen Perjanjian yang mencantumkan perubahan biaya dibuat dan ditanda tangani
oleh kedua belah pihak

PASAL7
TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Kedua tidak mempunyai kekuasaan apa-apa atas instalasi pesawat tersebut yang sebetulnya
adalah dibawah kuasa atau hak milik Pihak Pertama. Oleh karenanya Pihak Kedua tidak
bertanggung jawab jika terjadi atas pesawat tersebut, dikarenakan, antara lain :

a. Kerusakan, Kehilangan atau gangguan yang terjadi, termasuk kecelakaan, kematian,
ketidakmampuan, dan/atau kerugian apapun, batk yang terjadi seketika atau kemudian hari, karena
penanganan pemeliharaan pesawat dilimpahkan ke pihak lain selain Pihak Kedua atau
pemeliharaan pesawat yang dilakukan oleh Pihak Pertama secara mandiri, baik secara sementara
maupun secara terus-menerus, selama waktu perjanjian pemeliharaan masih berjalan, termasuk
dalam masa dimana Pihak Kedua menghentikan pekerjaan pemeliharaan lift sebagaimana
dimyatakan dalam Pasal 5.6; dan/atau

b. Kerusakan, Kehilangan atau gangguan yang mungkin terjadi, termasuk kecelakaan, kematian,
ketidakmampuan, dan/atau kerugian apapun, baik yang terjadi seketika atau kemudian hari, akibat
tindakan-tindakan pemerintah, pemogokan, kebakaran/peledakan, pencurian, perang, huro-hara,
bencana alam, dan keadaan kahar (force majeure) lainnya, penggunaan pesawat di luar kewajaran
perbuatan jahil dan/atau keisengan belaka dan/atau kesengajaan dalam bentuk apapun dan
pengguna pesawat dan/atau Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga lainnya, perilaku pengguna
pesawat yang menyalahi aturan keselamatan dan/atau norma sosial, kecerobohan dan/atau
kelalaian pengguna pesawat dan/atau Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga lainnya, perilaku
pengguna pesawat dan/atan Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga lainnya yang menyalahi aturan
keselamatan dan/atau norma sosial, dan/atau oleh sebab diluar kekuasaan Pihak Kedua.

2. Atas terjadinya peristiwa sebagaimnana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), baik sebagian atau seluruhnya,
Pihak Pertama akan melindungi Pihak Kedua dari tuntutan, permintaan, dan upaya hukum pihak
ketiga atas akibat sebagian atau seluruh peristiwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 ayat (1)
termasuk mengecualikan dan mengesampingkan Pihak Kedua untuk bertanggung jawab baik secara
material dan immaterial.

3. Apabila terjadi kerusakan, kehilangan atau gangguan yang tegadi disebabkan penanganan
pemeliharaan pesawat secara langsung oleh Pihak Kedua, berdasarkan bukti-bukti laporan dan
pemeriksaan bersama dan/atau dilakukan salah satu Pihak dan divalidasi oleh Pihak lain setelah
melalui proses verifikasi, maka terlepas dari apapun yang bertentangan dalam Perjanjian ini dan
sepanjang diizinkan oleh hukum, tanggung jawab keseluruhan dari Pihak Kedua kepada Pihak
Pertama, baik dalam kontrak, kesalahan (termasuk kelalaian) atau lamnya, akan dibatasi hingga
maksirmum 59 dari Harga / nilai kontrak, setelah terbukti bahwa Pihak Kedua benar melakukan
dan/atau menyebabkan kerusakan, kehilangan atau gangguan tersebut berdasarkan investigasi bersama
oleh Para Pihak.

4. Pihak Kedua tidak dalam hal apapun akan bertanggung jawab untuk : (1) setiap kerugian tidak
langsung, khusus atau kehilangan ekonomi, tanggung jawab biaya, kerusakan atau pengeluaran apapun
yang timbul dari atau (2) sedap kehilangan keuntungan, kehilangan pemakaian, kehilangan
pendapatan, kehilangan sewa atau manfaat lainnya, kehilangan potensi peluang usazha atau yang
sebenarnya atau kehilangan reputasi.

PASAL 8
TANGGUNG JAWADB TERKAIT KESELAMATAN JIWA
DAN KERUSAKAN PROPERTI

1. Bilamana Pihak Kedua secara hukum bertanggung jawab atas suatu peristiwa yang terjadi karena
kesalahan Pihak Kedua, baik kesengajaan atau kelalaian, yang menyebabkan:
a. Cedera badan berat atau kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh kecelakaan murni; dan /atau
b. Kerusakan atas properti milik Pihak Pertama; dan/atau
c. Kerusakan berat atas properti milik pihak ketiga yang menderita kecelakaan atau kematian.
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"Maka, Pihak Kedua akan memberikan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian sepanjang batas
kemampuan tidak melebihi 100% nilai kontrak untuk keseluruhan kejadian sepanjang masa berlaku
Perjanyian ini.

. Jumlah pertanggungan yang dapat diajukan kepada Pihak Kedua adalah klaim sesuai dengan nilai
kerugian riil dan materill, yang dibuktikan dengan dokumentasi yang lengkap dan layak, berdasarkan
persyaratan dan persetujuan pihak asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua untuk perlindungan pihak
ketiga.

. Pihak Pertama wajib memberikan kerjasama sebaik-baiknya termasuk mengupayakan pihak ketiga
dan/atan wali yang sah/ahli waris yang sah/kuasa hukumnya yang sah, dimana keabsahan tersebut harus
dibuktikan dengan surat resmi dari instansi pemerintah dan/atau dokumen hukum yang memiliki
kekuatan hukum yang sama, untuk bekerjasama penuh dengan Pihak Kedua dalam memberikan
dokumentasi pendukung terkait permintaan klaim gant rugi sejauh yang diperlukan oleh pihak
asuransi yang ditunjuk oleh Pibak Kedua untuk perlindungan pihak ketiga, termasuk memberikan
akses masuk ke area yang mengalami kerusakan untuk penilai dari Pihak Kedua atau pihak asuransi
untuk menilat kerusakan properti dan/atau memberikan salinan rekam medis, diagnosa medis, dan
kesempatan kunjungan ke rumah sakit dan/atau wawancara dengan tenaga medis terkait klaim atas
cedera badan berat yang diderita oleh pihak ketiga, termasuk kematian.

. Pihak Kedua dikecualikan dan dilindungi dari segala tuntutan, gugatan, dan permintaan apapun terkait
kompensasi dalam bentuk apapun di luar ganti kerugian yang diberikan Pihak Kedua sebagaimana
diterangkan di atas, termasuk segala tuntutan, gugatan, dan permintaan tambahan di kemudian hari
dari Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga untuk penambahan jumlah ganti kerugian atas alasan apapun.

. Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua berhak untuk menolak permintaan ganti kerugian baik

dari Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga apabila:

a. Ketentuan pada ayat 1 dan/atau ayat 2 di atas tidak dipenruhi oleh pihak yang mengajukan klaim;

b. Bila Pihak Pertama dan/atau pihak ketiga dan perwakilannya tidak memberikan kerjasama yang
cukup untuk penilai dari Pihak Kedua dan/atau pihak asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua
untuk perlindungan pihak ketiga melakukan peninjauan, penilaian, dan verifikasi yang memadai;

¢. Permintaan klaim ganti kerugian melebihi batas kemampuan Pihak Kedua sebagaimana tercantum
pada pada ayat 1 di atas; dan/atau

d. Terdapat rekayasa atau mufakat yang didasari itikad buruk dari Pihak Pertama dan/atau pihak
ketiga untuk menciptakan peristiwa yang menyebabkan kejadian yang disebutkan di ayat 1
termasuk untuk merekayasa jumlah ganti kerugian yang diklaim atau tindakan medis yang
diberikan sebagai penanganan kecelakaan dan/atau kerusakan properti.

. Pihak Kedua memiliki hak untuk menahan pencairan gantt kerugian bila perwakilan dari pihak ketiga
tidak memiliki surat resmi dari instansi pemerintah dan/atau dokumen hukum yang menyatakan
bahwa dirinya merupakan wali yang sah/ahli waris yang sah/kuasa hukum pihak ketiga yang sah, sampat
dengan seluruh dokumentasi yang disyaratkan Pihak Kedua dinyatakan lengkap dan sah. Ketentuan
ini berlaku mutatis mutandis apabila terdapat keraguan mendasar bahwa perwakilan dari Pihak
Pertama yang mengaku sebagai penerima dan/atau menandatangani permintzan pencairan ganti
kerugian tidak memiliki wewenang dan/atau surat tugas yang sah dari Pihak Pertama.

PASAL9
PENYELESATAN PERSELISIHHAN

"1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

. Jika terjadi perselisihan maka Para Pihak bersepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah
mufakat.

. Namun bila penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapat, maka Para Pihak sepakat akan
menyelesaikan sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Makassar.

. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata sebatas
diperlukannya putusan pengadilan untuk pemutusan perjanjian.
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PASAL 10
KESELAMATAN KERJA & PERATURAN PERUNDANGAN

. Telah disepakati bersama bahwa karyawan bagian pemeliharaan Pihak Kedua akan disediakan tempat

kerja yang aman dan Pihak Kedua mempunyai hak untuk menghentikan perawatan pada bagian-bagian
tertentu dari peralatan jika menurut pandangan dan penilaian Pihak kedua, telah diketemukan bahwa
bagian-bagian tersebut mengandung bahaya keselamatan kerja bagi karyawan Pihak Kedua dan/atau
pengunjung/umum atau si pemakai peralatan.
Pihak Kedua berjanji bahwa pada saat melihat adanya potensi bahaya-bahaya keselamatan kerja yang
perbaikannya diluar wewenang Pihak Kedua, Pihak Kedua akan segera memberitahukan Pihak
Pertama dan meminta Pihak Pertama untuk melakukan sesuatu untuk menghilangkan bahaya
sebagaimana mestinya. Pihak Kedua akan melanjutkan lagi pekerjaan/perawatan setelah semua potensi
bahaya keselamatan kerja, yang telah Pihak Kedua ketemukan dan beritahukan kepada Pihak Pertama
telah ditiadakan.
Pihak Pertama berkewajiban mematuhi peraturan perundangan pemerintah yang berlaku yvang
dikeluarkan oleh  Departemen Tenaga Kerja/Instansi yang berwenang, sehubungan dengan
operasional peralatan yang dimaksud pada pasal 1, diantaranya pelathan K3 dan Surat Izin Operasi
(SIO) bagi Penyelia/Pengawas Operasi Lift gedung Pihak Pertama. Biaya yang timbul akibat peraturan
perundangan ini menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Untuk kepentingan keselamatan, Pihak Pertama dilarang mengarahkan atau mengizinkan perbaikan,
mengubah, mengganti atau melakukan segala campur tangan terhadap seluruh PERALATAN atau
setiap bagian terkait hal tersebut, dari seqap barang - barang yang disebutkan disini, oleh setiap orang
selain Pihak Kedua, pekerja dan kontraktornya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
Persetujuan tersebut tidak ditahan oleh Pihak Kedua secara tidak wajar.
Apabila diperlukan oleh Pihak Pertama, dengan dinyatakan secara tertulis sebelum tanggal Perjanjian
i, terkait dengan adanya personil dar Pihak Kedua yang ditugaskan untuk kontak (contact person)
terkait dengan kontrak, perpanjangan kontrak, dan hal-hal komersial lamnya dan/atau pengawas
lapangan secara khusus untuk Pihak Pertama, meski tidak terikat secara eksklusif, maka Pihak Kedua
akan menugaskan karyawan(-karyawan) Pihak Kedua di bawah i sepanjang Masa Berlakunya
Kontrak untuk keperluan tersebut:
a. Untuk personil yang bertanggung jawab sebagai kontak terkait kontrak, perpanjangan kontrak,
dan hal-hal komersial lainnya:

() Nama : Annisa Usman
(1) Jabatan : Service Sales Engineer
(1) Divisi : Branch Makassar

(iv) Nomor Kontak/Email B
b. Personil yang bertanggung jawab sebagai pengawas lapangan/kontak terkait hal-hal teknis dan
keluhan terkait jasa di luar hal-hal komersial :

(i) Nama : Rubyanto
(n) Jabatan : Branch Manager East Indonesia
(1) Divisi : Fast Indonesia

Nomor Kontak/Email S

PASAL 11
MASA BERLAKU PERJANJIAN, PENGAKHIRAN, DAN AKIBAT PENGAKHIRAN

Surat Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 (01-01-2024) - 31 Desember 2024 (31-12-
2024) (“Masa Berlaku Perjanjian”)

Surat Perjanjian in1 dianggap otomatis berakhir setelah Masa Berlaku Perjanjian berakhir, terkecual:
a. Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Surat Perjanjian dengan menandatangani:

(i) Addendum, apabila pokok kesepakatan yang mengalami perubahan untuk keperluan
perpanjangan perjanjian sebatas perpanjangan jangka waktu perjanjian yang mular berlaku
segera setelah berakhirnya Masa Berlakunya Perjanjian ini dan penyesuaian harga dan cara
pembayaran termasuk pengalihan kewajiban pembayaran secara sementara dan/atau sebagian
kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan; atau

() Amandemen, apabila pokok kesepakatan untuk keperluan perpanjangan perjanjan
mengalami perubahan yang mengalami perubahan yang signifikan, dan tidak bisa diakomodir
oleh Addendum namun dianggap oleh Para Pihak tidak memerlukan Perjanjian yang baru.
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C.

Pokok yang termasuk diatur dalam Amandemen adalah perubahan nama perusahaan dan/atau
status perusahaan dari salah satu Pihak, lokasi proyek kerja, dan/atau pengalihan kewajiban
pembayaran secara tetap dan/atau seluruhnya kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan;
dan/atau
(iii) Dokumen hukum lainnya yang menyatakan dan bertujuan untuk perpanjangan perjanjian,
termasuk Perjanjian yang baru bila dianggap perlu oleh Para Pihak. Dokumen-dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2.a ini selanjutnya disebut sebagai Perjanjian
Perpanjangan (“Perjanjian Perpanjangan”) yang harus dibuat selambatlambatmya 30 (tiga
puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Masa Berlaku Perjanjian dimana tanggal efektf
Perjamjian Perpanjangan dimulai pada tanggal sesudah Masa Berlaku Perjanjian berakhir dan
dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Para Pihak sepakat diperlukan adanya Periode Tenggang untuk penyelesaian pekerjaan atau

kewajiban salah satu Pihak (*Periode Tenggang”) dimana:

(i) Permintaan atas Periode Tenggang tersebut harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tga puluh)
hari kalender sebelum berakhirnya Masa Berlaku Perjanjian dari Pihak yang meminta Periode
Tenggang dan Pihak lain wajib memberikan persetujuan atau penoclakannya secara tertulis baik
secara elektronik maupun cetak selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kalender sejak
diterimanya permintaan Periode Tenggang dan tidak melebihi 5 (lima) hari kalender sebelum
berakhimya Masa Berlaku Perjanjian (“Jangka Waktu Tanggapan atas Periode Tenggang”).

(i) Penolakan atas permintaan Periode Tenggang yang melewati Jangka Waktu Tanggapan atas
Periode Tenggang dianggap tidak berlaku, dan Periode Tenggang berlaku efektif sejak tanggal
terakhir Perjanjian sampai dengan akhir Periode Tenggang yang dinyatakan dalam permintaan
Periode Tenggang (“Masa Berlakunya Periode Tenggang”).

(ir1) Perjanjian menjadi tetap berlaku dengan efektifnya Periode Tenggang terhitung sejak Masa
Berlakunya Periode Tenggang yang disepakati Para Pihak atau sesuat dengan ketentuan Pasal
11.2.b (i) sampai dengan akhir Masa Berlakunya Periode Tenggang yang dinyatakan
dalam surat permintaan Periode Tenggang.

(iv) Apabila terdapat pekerjaan yang dikerjakan dalam Periode Tenggang, baik penyelesaian
pekerjaan yang dilakukan atau belum dimulai pada saat Masa Berlaku Perjanjian, maka Pihak
Kedua dapat memperhitungkan biaya pekerjaan tersebut dan memberikan tagihan atas
pekerjaan tersebut kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar
tagihan atas pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Kedua selama Periode Tenggang.

(v) Apabila terdapat pekerjaan yang dikerjakan dalam Periode Tenggang, baik penyelesaian
pekerjaan yang dilakukan atau belum dimulai pada saat Masa Berlaku Perjanjian, yang belum
diselesaikan oleh Pihak Kedua sampai dengan 2x24 jam dari berakhirnya Periode Tenggang
maka Pihak Kedua harus memberitahukan Pihak Pertama secara tertulis disertai alasannya.

(vi) Apabila Para Pihak menganggap perlu untuk perpanjangan Periode Masa Tenggang untuk
penyelesaian pekerjaan melalui komunikasi tertulis maupun eletronik, maka Pihak Kedua
akan mengajukan permintaan perpanjangan Periode Masa Tenggang kepada Pihak Pertama
segera setelah Pihak Pertama memberi konfirmasi diperlukannya perpanjangan Periode Masa
Tenggang untuk penyelesaian pekerjaan dengan tidak melewati batas waktu Masa Berlakunya
Periode Tenggang. Ketentuan terkait tanggapan dan lain-lain terkait perpanjangan Periode
Masa Tenggang berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan di Pasal 11.2.b ()- Gii).

(vi)Apabila Pihak Pertama tidak menganggap perlu adanya Periode Masa Tenggang dan/atau
perpanjangan Periode Masa Tenggang, maka Pihak Pertama harus memberi konfirmas tertulis
bahwa pekerjaan tidak perlu diselesaikan atau hanya cukup diselesaikan sebatas yang bisa
dipenuhi oleh Pihak Kedua pada saat Masa Berlaku Perjanjian dan/atau Masa Berlakunya
Periode Tenggang berakhir. Konfirmasi tertulis ini berlaku sebagai pengesampingan kewajiban
Pihak Kedua untuk menyelesaikan pekerjaan sepenuhnya dan oleh karenanya tidak dapat
digugat dasar wanprestasi.

Ternjadinya Pelanggaran dimana:

()} Salah satu Pihak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Surat Perjanjian ini yang merupakan tindakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan
tidak berupaya memperbaikinya setelah Pihak lain mengirimkan pemberitahiuan tertulis terkait
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian ini (“Pemberitabiuan
Pelanggaran”) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah
tanggal pemberitahuan tertulis tersebut (“Jangka Waktu Pemberitahuan Pelanggaran”).
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() Surat Perjanjian dianggap otomatis berakhir setelah Pibak yang melakukan pelanggaran tidak
berupaya memperbaikinya setelah Jangka Waktu Pembenitahuan Pelanggaran berakhir.

(i1} Atas kerugian yang timbul dari pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Surat
Perjanjian ini, Pihak yang melakukannya wajib untuk mengganti kerugian tersebut secara penuh
kepada Pihak yang menderita kerugian tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan
Pelanggaran.

d. Teradinya peristiwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.7.

e. Para Pihak secara bersama-sama sepakat membatalkan Perjanjian sebelum pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan dimulai. Pihak yang bermaksud untuk membatalkan Perjanjian harus memberikan
pemberitahuan tertulis untuk menyatakan maksud pembatalan (“Pemberitahuan Pembatalan”)
selambat-lambatnya 5 (lima) hart kerja sebelumn tanggal pembatalan Perjanjian kepada Pihak lain
(“Jangka Waksu Pemberitahuan Pembatalan”). Upaya pembatalan Perjanjian dengan memberikan
Pemberitahuan Pembatalan kurang dan Jangka Waktu Pemberitahuan Pembatalan atau setelah
pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan dimulai dianggap sebagai bentuk pengakhiran Perjanjian,
meskipun berdasarkan kesepakatan bersama, dan Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk
membayar kompensasi setara 1 bulan biaya jasa pekerjaan pemeliharaan yang dihitung secara
prorata dari nilai kontrak atau pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan yang telah dimulai.

f. Para Pihak secara bersama-sama sepakat mengakhiri Perjanjian setelah pelaksanaan pekerjaan
pemeliharaan dimulai, atas dasar apapun. Pihak yang bermaksud untuk mengakhin Perjanjian
harus memberikan pemberitahuan  tertulis untuk menyatakan maksud pengakhiran
(“Pemberitahuan Pengakhiran”) selambat-larnbatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
pengakhiran Perjanjian kepada Pihak lain (“Jangka Waktu Pemberitahuan Pengakhiran”).

. Berakhirnya Surat Perjanjian ini tidak mengakibatkan berakhirnya atau hilangnya pemenuhan
kewajiban tertunggak atau yang belumn dipenuhi oleh satu Pihak kepada Pihak lain terkecuali terdapat
kesepakatan bersama secara tertulis mengenai pengakhiran atau peniadaan kewajiban tertunggak. atau
yang belum dipenuhi dan/atau berlakunya Pasal Pasal 11.2.b (vii).

. Pengakhiran Perjanjian, baik dikarenakan berakhirnya Masa Berlaku dan/atau terjadinya peristiwa
yang dinyatakan dalam Pasal 11.2 termasuk Pembatalan Pejanjian, akan dinyatakan melalui instrument
tertulis berupa surat pernyataan pengakhiran/pembatalan Perjanjian yang ditandatangani bersama oleh
Para Pihak disertai cap stempel perusahaan/instansi dart masing-masing Pihak di atas materai yang
cukup atau Perjanjian Pengakhiran bila dianggap perlu, yang mana instrument tertulis tersebut harus
menyatakan tanggal efekdl pengakhiran/pembatalan Perjanjian, hak dan kewajiban Para Pihak yang
timbud dari pengakhiran/pembatalan tersebut termasuk upaya penyelesaiannya, serta janji/jaminan lain
yang disepakati oleh Para Pihak terkait pengakhiran/pembatalan Perjanjian. Atas penyelesaian hak dan
kewajiban Para Pihak terkait Peganjian Pengakhiran atau instrument tertulis sejenisnya akan dibuat
berita acara tersendin atau dokumentasi lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengakhiran
tersebut.

. Apabila seluruh pokok kesepakatan untuk pekerjaan pemeliharaan mengalami perubahan atau
terdapat tenggang waktu lebih dari enam (6) bulan sejak berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan
tanggal disetujuinya Surat Penawaran baru untuk pekerjaan pemeliharaan lift unit dan lokasi yang sama
untuk Pihak Pertarmna yang sama oleh Pihak Kedua, maka Para Pihak akan menuangkan kesepakatan
tersebut dalam Surat Perjanjian yang baru.

. Surat Perjanjian imi dibuat dua rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dibubuhi
tanda tangan disertai cap stempel perusahaan/instansi dari masing-masing Pihak di atas materat yang
cukup.

Dermikianlah Surat Perjanyian 1ni ditetapkan dan disetupn oleh Para Pihak pada tanggal dan tempat
sebagaimana disebutkan di atas.
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LAMPIRAN 1

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA. (SPK)

LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini:

1.

Pihak Kedua akan memeriksa, membersihkan dan dimana perlu melumnasi (oil/grease) mesin, motor,
controller, selector, governor, bantalan (bearing) dan peluncur/pemandu (guide shoes).

Pihak Kedua juga akan memeriksa, melumasi dan menyetel kembali peralatan-peralatan yang terdapat
pada kereta pesawat, pintu-pintu lantai (landing doors), semua penggantung pintu, pengunci dan
pengaman pintu (interlock), rem pengaman (safety gear), buffer.

Disamping pemeriksaan secara tetap, Pihak Kedua bersedia memenubi panggilan pemenksaan
kemacetan pada pesawat jika Pihak Pertama atan petugasnya yang resmi memberi tahu kejadian
tersebut. Pihak Kedua berhak untuk menambahkan biaya tambahan jika atas panggilan pemeriksaan
ditemnukan Pekerjaan di luar lingkup termasuk dan tidak terbatas sebagaimana disebutkan dalam
Lampiran 2.

Pihak Kedua akan memakai bahan-bahan minyak pelumas, gemuk, rope preservatives dan bahan-
bahan pembersih standard OTIS.
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LAMPIRAN 2

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SFK)

PEKERJAAN DI LUAR LINGKUP

1. Tidak termasuk dalam pekerjaan pemeliharaan dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini yaitu :

a. Mengganti atau mereparasi peralatan yang rusak karena kelalaian pihak ketiga/lain selain Pihak
Kedua atau karena sebab-sebab diluar kekuasaan Pihak Kedua termasuk (tetapi tidak terbatas
pada) fluktuasi voltage/tegangan sumber tenaga. histrik.

b. Pemasangan tambahan instalasi peralatan atau accessories baru pada pesawat yang mungkin
dianjurkan atau diharuskan oleh perusahaan asuransi atau Pemerintah cq. Departernen Tenaga
Kerja dan tidak terbatas pada tambahan fitur lainnya yang membutuhkan koordinasi dengan pihak.
ketiga/lain.

c. Mengganti atau mereparasi bagian-bagian pesawat yang berikut im :
Dinding kereta berikut langit-langit, pintu, dan lantainya (car enclosure), semua daun pintu lantai
(landing door panels), kosen pintu (door frames) dan ambang pintu {sill), cladding, juga peralatan
pendukung sepert : lampu-lampu (penerangan dan emergency), sakelar dan sekering, interphone,
kipas, accu/cell battery, pintu dan ventilasi karnar mesin, trap door dan tangga.

d. Pekerjaan-pekerjaan tersebut pada angka 1 Lampiran ini dapat dikerjakan oleh Pihak Kedua atas
dasar penawaran tersendir dan setelah disetujui oleh Pihak Pertama.




